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PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWASAN PENGENDALIAN DAN
PENERBITAN PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI

Menimbang

Mengingat

1.

DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi merupakan
bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah
menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara
(APBN) kepada perusahaan yang ditunjuk sebagai distributor
BBM di Indonesia;

bahwa untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran Bahan
Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, serta untuk mengantisipasi
adanya kelangkaan dan penyalahgunaan Bahan Bakar
Minyak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab
untuk melakukan penyeludupan, penimbunan tanpa izin,
pamalsuan, pengoplosan Bahan Bakar Minyak di Kabupaten
Banggai Kepulauan, sehingga perlu adanya pengawasan dan
pengendalian yang secara teknis dilakukan oleh Tim
Terpadu;

bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak
Dan Gas Bumi Nomor : 07/P/BPH Migas/1X/2005 tentang
Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan
Pendistribusian Bahan Bakar Minyak, perlu adanya
Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Pengendalian dan
Penerbitan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di
Kabupaten Banggai Kepulauan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan
dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan

Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten




Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3966);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan
Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4152);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6841);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang
kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4436), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang
Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4996);

Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang
Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan
Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 399), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun
2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual
Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 169);

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor
13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar
Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 303);
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang
Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 793);
Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
Nomor : 07/P/BPH Migas/IX/2005 tentang Pengaturan dan
Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar
Minyak;
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

9. Peraturan Badan Pengaturan Hilir Minyak dan Gas Bumi
Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi
untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak tertentu dan
Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 726);

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU
PENGAWASAN PENGENDALIAN DAN PENERBITAN
PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI DI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

Membentuk Tim Terpadu Pengawasan Pengendalian Dan
Penerbitan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di
Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini.

Tim terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
dalam menjalankan tugas, bertanggungjawab kepada Bupati
Banggai Kepulauan.

Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada
masing-masing Perangkat Daerah  Kabupaten Banggai
Kepulauan.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal {2 (ult L01%

AP M e

Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;

Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;

Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
Masing-masing yang bersangkutan di tempat.
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